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Dengan latar belakang permasalahan adanya pendapat masyarakat yang 

memandang berbeda (bertolak belakang) terhadap terpilihnya bupati kabupaten 

banjar dari kalangan ulama, yaitu ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. 

Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat Martapura 

Kabupaten Banjar  mengenai pemimpin daerahnya dari kalangan ulama. Dan ntuk 

mengetahui apa yang melatar belakangi masyarakat Martapura Kabupaten Banjar 

memilih ulama untuk menjadi kepala daerah. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat 

studi sampling menggali pendapat masyarakat terhadap terpilihnya bupati kabupaten 

banjar  dari kalangan ulama. Untuk mengumpulkan data mka digunakan teknik 

wawancara kepada responden dan informan, dan hasilnya kemudian diolah dengan 

teknik editing, kategorisasi, dan matrikasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif 

normative berdasarkan hokum islam, kemudian ditarik kesimpulan hukumnya. 

 Dari hasil penelitian lapangan diperoleh pendapat 20 orang responden yaitu 

10 responden yang setuju dan 10 yang tidak setuju di kecamatan martapura kota 

terhadap terpilihnya bupati kabupaten banjar dari kalangan ulama yang terbagi 

menjadi dua golongan yaitu: Pertama, dibolehkan hukumnya ulama menjadi kepala 

daerah, dengan alasan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan haknya untuk 

menjadi kepala daerah, tidak ada aturan agama melarang ulama menjadi kepala 

daerah dan mayoritas warga martapura kota mayoritas beragama islam. Kedua tidak 

dibolehkan hukumnya ulama menjadi kepala daerah, dengan alasan bahwa dapat 

membuat pertentangan di masyarakat dan akan terbawa dalam perbuatan yang haram. 

 Menurut tinjauan hukum Islam bahwa setiap orang adalah berhak untuk 

menjadi kepala daerah, jadi tidak ada yang melarang ulama untuk menjadi kepala 

daerah.. 

 

 

 

 



 

 


